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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Sidoarjo  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama secara elektronik, dalam sidang majelis hakim,

telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon,  umur  53  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Karyawan  swasta,  tempat  kediaman  di  XXXXXX Kota

Surabaya, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Eriec yonantha S.H, Advokat/ penasehat hukum

yang beralamat di  Jl.lemah putro barat Gang Kelurahan

no.99 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal

11 Februari  2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan

Nomor  749/Kuasa/2/2024/PA.Sda  Tanggal  22  Februari

2024, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon,  umur  51  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Menggurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXX

Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  dengan  surat  permohonannya  yang  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sidoarjo  pada  tanggal  22  Februari  2024

dengan register perkara Nomor 846/Pdt.G/2024/PA.Sda, mengemukakan hal-

hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 02

Maret  2012  dihadapan  pegawai  pencatat  nikah  pada  Kantor  Urusan

Agama ( KUA ) Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, berdasarkan
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Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal 02 Maret 2012 (Bukti

terlampir)

2. Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  setelah  menikah  tinggal  dan

hidup bersama di XXXXXX Kabupaten Sidoarjo.(rumah bersama antara

Pemohon dan Termohon )

3. Bahwa  selama  perkawinanya  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai  seorang  anak  yang  bernama:  Anak  I  Tempat/  Tgl  lahir  :

Surabaya,  06-01-2003.NIK.  XXXXXX  Dan  sekarang  tinggal  bersama

Termohon

4. Bahwa  semula  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  hidup

bahagia  dan  harmonis  akan  tetapi  sejak  tahun  2022  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon mulai  goyah, sering terjadi  percekcokan dan

pertengkaran, itu semua disebabkan karena : 

- Termohon sering menuntut nafkah lebih dari Pemohon.

- Termohon sering ngomong kasar kepada Pemohon.

5. Bahwa  pertengkaran  dan  percekcokan  antara  Pemohon  dan

Termohon  semakin  lama  semakin  memuncak,  sejak  bulan  Februari

tahun 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dengan

Termohon sudah tidak satu rumah kurang lebih 1 (Satu) tahun  lamanya.

6. Bahwa  Pemohon  sudah  berusaha  untuk  mempertahankan  rumah

tangganya dengan Termohon akan tetapi semua itu tidak berhasil, dan

Pemohon merasa putus asa, alangkah baiknya apabila Pemohon dan

Termohon  bercerai  karena  apabila  diteruskan  akan  mendapatkan

kemudhorotan,  oleh  karena  itu  Pemohon  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan Agama Sidoarjo melalui yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa

perkara ini untuk mengabulkan cerai gugat yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan –alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa

Perkara  ini,  untuk  berkenan  memanggil  Pemohon  dan  Termohon  untuk

selanjutnya  di  hadirkan  dan  dihadapakan  di  muka  siding  pengadilan,  untuk

selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
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PRIMER :

1. Mengabulkan Cerai Talak Pemohon

2. Menberikan izin kepada (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak

Raj’i terhadap (Termohon). Di muka sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Atau  apabila  Pengadilan  Agama  Sidoarjo  berpendapat  lain  mohon  putusan

yang seadil – adilnya.

Bahwa  Pemohon  dalam  perkara  ini  memberi  kuasa  kepada  Eriec

yonantha S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl.lemah putro

barat  Gang  Kelurahan  no.99  Sidoarjo,  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus

Tanggal  11  Februari  2024  dan  telah  terdaftar  pada  Kepaniteraan  Nomor

749/Kuasa/2/2024/PA.Sda  Tanggal  22  Februari  2024  setelah  diperiksa  surat

kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa; 

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa,

asli  surat  Permohonan,  dan  asli  surat  persetujuan prinsipal  untuk  beracara

secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian

Ketua  Majelis  menyatakan  bahwa  perkara  ini  akan  disidangkan  secara

elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Pemohon  dan

Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kecuali pada sidang

tanggal 04 April 2024Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah

dan patut;

Bahwa Ketua Majelis  telah  memerintahkan  Pemohon dan Termohon

untuk menempu upaya mediasi dengan mediator bernama Rini Astutik, S.HI.,

M.H.,  sebagaimana  laporan  tanggal  14  Maret  2024,  namun  mediasi  tidak

berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha

mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali  rukun membina rumah

tangga, namun tidak berhasil;
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Bahwa  selanjutnya  diperiksa  pokok  perkara  dalam  sidang  tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon

yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak mengunggah jawabannya ke dalam

system  Informasi  Pengadilan  (aplikasi  e-court),  maka  majelis  hakim

menganggap  Termohon  tidak  menggunakan  haknya  untuk  mengajukan

jawaban,  namun  Pemohon  dan  Termohon  telah  membuat  kesepakatan

perdamaian sebagian tuntutan hukum /objek antara Pemohon dan Termohon

dalam mediasi tertanggal 14 Maret 2024; 

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat cerai secara baik-baik 

Pasal 2

Bahwa,  kedua  belah  pihak  mengaku,  selama perkawinan  telah  dikaruniai  1

orang  anak yang bernama : 

 ANAK I, Tanggal lahir 05 Januari 2003 

Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak tersebut

adalah Termohon selaku Ibunya

Pasal 4

Bahwa Termohon selaku Ibunya berjanji  akan mengasuh anak-anak dengan

sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak

Pasal 5

Bahwa dalam rangka menyambung rasa  kasih  sayang  (silaturrahim)  antara

anak dengan ayahnya, maka Pemohon selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu

dapat bertemu, dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan

anak 

Pasal 6

Bahwa pada waktu liburan sekolah,  Pemohon berhak mengajak anak untuk

berlibur, asal diberitahukan beberapa hari sebelumnya kepada Termohon.

Pasal 7

Bahwa  selama  anak  diasuh  Termohon,  Pemohon  berjanji  memenuhi

kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan
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sebagaimana yang dimaksud oleh  pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974  dan

dalam rangka  menyambung  rasa  kasih  sayang  (silaturrahim)  kepada  anak,

maka Pemohon akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut :

1. Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok

lainnya minimal Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap

bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20

%., sesuai dengan kemampuan Pemohon.

2. Nafkah  untuk  biaya  kesehatan  dan  keperluan  sekolah  sesuai

dengan  kebutuhan  secara  riilnya  dan  Pemohon  bertanggung  jawab

penuh terhadap kebutuhan anak

                            Pasal 8

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberi nafkah iddah selama masa iddah

(masa tunggu) 3 X suci (lebih kurang selama 3 bulan) sebesar Rp..2.000.000,-

(dua juta rupiah)  

Pasal 9

Bahwa Pemohon menyatakan akan memberi mot’ah sebagai tali asih kepada

Termohon sebesar Rp. 1. 000.000,- ( satu juta rupiah) 

Pasal 10

Bahwa  setelah  Pemohon  dan  Termohon  menjalankan  isi  kesepakatan

perdamaian ini, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon menyatakan

tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian

baik  secara  bersama-sama  maupun  sendiri-sendiri  untuk  masa  yang  akan

datang

Pasal 11

Para  Pihak  sepakat,  mohon kepada Majelis  Hakim yang memeriksa

dan mengadili  perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam

pertimbangan hukum dan amar putusan;

Bahwa  dalam  persidangan  Pemohon  dan  Termohon  telah  sepakat

secara  lisan  memperbaiki  kesepakatan  yang  dibuat  antara  Pemohon  dan

tersebut yaitu nafkah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp.

6.000.000.- (enam juta rupiah);
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Bahwa untuk  menguatkan dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Krembangan Kota

Surabaya  Provinsi  Jawa  Timur,  Nomor  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

XXXXXX Tanggal 02 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Majelis  Hakim,  dicocokkan  dengan  dokumen  yang  diunggah/diupload

pada  aplikasi  e-Court,  lalu  diverifikasi  kemudian  dicocokkan  dan  telah

sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

(P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;  

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari  Kepala Dinas Kependudukan

dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Sidoarjo  atas  nama  Pemohon  Nomor

XXXXXXX tanggal 11 April 2022 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Majelis  Hakim,  dicocokkan  dengan  dokumen  yang  diunggah/diupload

pada  aplikasi  e-Court,  lalu  diverifikasi  kemudian  dicocokkan  dan  telah

sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

(P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI.

Saksi 1., umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

XXXXXXXX Kota Surabaya,  di bawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi

adalah Kakak Kandung Pemohon

 Bahwa  saksi  mengetahui  Pemohon  dengan  Termohon  adalah

pasangan suami istri.

 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama

di XXXXXX Kabupaten Sidoarjo

 Bahwa  selama  menikah  Pemohon  dengan  Termohon  sudah

dikaruniai anak bernama Anak I, sekarang tinggal bersama ibunya;

 Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon

dengan  Termohon  awalnya  rukun,  namun  kemudian  sering  diwarnai

perselisihan dan pertengkaran.
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 Bahwa  saksi  mengetahui  Pemohon  dengan  Termohon  sering

bertengkar  disebabkan  Termohon  sering  menuntut  nafkah  lebih  dari

Pemohon dan Termohon sering ngomong kasar kepada Pemohon

 Bahwa  setelah  terjadi  pertengkaran  kemudian  Pemohon  dengan

Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (Satu) tahun

 Bahwa  selama  berpisah  Pemohon  tidak  memberi  nafkah  pada

Termohon, dan tidak saling mengunjungi.

 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Pemohon  dengan

Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

 Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di

XXXXXXXX Kota Surabaya,  di bawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi

adalah Keponakan Pemohon

 Bahwa  saksi  mengetahui  Pemohon  dengan  Termohon  adalah

pasangan suami istri.

 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama

di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo

 Bahwa  selama  menikah  Pemohon  dengan  Termohon  sudah

dikaruniai  1  anak  1  orang  yang  bernama  Anak  I  sekarang  tinggal

bersama Termohon;

 Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon

dengan  Termohon  awalnya  rukun,  namun  kemudian  sering  diwarnai

perselisihan dan pertengkaran.

 Bahwa  saksi  mengetahui  Pemohon  dengan  Termohon  sering

bertengkar disebabkan Termohon sering merasa kurang nafkah

 Bahwa  setelah  terjadi  pertengkaran  kemudian  Pemohon  dengan

Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 (Satu) tahun

 Bahwa  selama  berpisah  Pemohon  tidak  memberi  nafkah  pada

Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
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 Bahwa  saksi  sudah  berusaha  mendamaikan  Pemohon  dengan

Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

 Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan

menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat  didengarkan

tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

        Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada

Eriec yonantha S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl.lemah

putro barat Gang Kelurahan no.99 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Tanggal  11  Februari  2024  dan  telah  terdaftar  pada  Kepaniteraan  Nomor

749/Kuasa/2/2024/PA.Sda Tanggal 22 Februari 2024

Menimbang,  bahwa  Surat  Kuasa  Khusus  tersebut,  ternyata  telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  surat  kuasa,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum

atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli

surat kuasa, asli surat Permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk

beracara  secara  elektronik,  kemudian  surat  tersebut  dicocokkan  dengan

dokumen  yang  diupload  pada  aplikasi  e-Court,  lalu  diverifikasi  oleh  Ketua

Majelis,  kemudian  Ketua  Majelis  menyatakan  bahwa  perkara  ini  akan

disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);
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Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal

82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan

2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dalam  setiap  persidangan

Majelis  Hakim  telah  berupaya  untuk  mendamaikan  keduanya,  dan

sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  maka  Majelis  Hakim  telah

memberi  kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi  dimana telah

ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  upaya  perdamaian  tidak  berhasil,

maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

sesuai  ketentuan  Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa

rumah tangga  Pemohon dan  Termohon  sudah  tidak  harmonis  sering  terjadi

eprtengkaran  disebabkan  Termohon  sering  menuntut  nafkah  lebih  dari

Pemohon dan Termohon sering ngomong kasar kepada Pemohon, akibatnya

terjadi  pisah  tempat  tinggal  selama  1  (Satu)  tahun,  selama  pisah  antara

Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  ada  komunikasi  apalagi  menjalankan

kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  mengunggah

jawabannya ke  dalam system Informasi  Pengadilan  (aplikasi  e-court),  maka

majelis  hakim  menganggap  Termohon  tidak  menggunakan  haknya  untuk

mengajukan  jawaban,  namun  Pemohon  dan  Termohon  telah  membuat

kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum /objek antara Pemohon dan

Termohon  dalam  mediasi  tertanggal  14  Maret  2024,  kemudian  dalam

persidangan  Pemohon  dan  Termohon  sepakat  memperbaiki  nafkah  Iddah

sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)x 3 bulan = Rp. 6.000.000.- (enam juta

rupiah) ; 

        Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah

mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;
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Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah

bermeterai cukup  sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut

merupakan  akta  otentik,  mempunyai  nilai  pembuktian  yang  sempurna  dan

mengikat  sesuai  Pasal  165  HIR.  Jo.  Pasal  1870  BW,  isi  bukti  tersebut

menjelaskan  mengenai  Pemohon  dan  Termohon  telah  melangsungkan

perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti  P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

an. Pemohon, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka

alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti

tersebut  menjelaskan  mengenai  tempat  tinggal  Pemohon,  sehingga  bukti

tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  oleh  karena  itu  bukti

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi,

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi

keterangan kedua saksi  adalah fakta yang dilihat  atau didengar sendiri  oleh

para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon

serta  tidak  ada  halangan  diterimanya  kesaksian  para  saksi  tersebut,  maka

kedua  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  sehingga

keterangan  kedua  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  dapat

diterima;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Pemohon,  bukti  tertulis

serta  keterangan  para  saksi,  Majelis  Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta

hukum sebagai berikut:
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 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

 Bahwa  selama  menikah  Pemohon  dengan  Termohon  sudah

dikaruniai anak bernama Anak I Tempat/ Tgl lahir : Surabaya, 06-01-2003;

 Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  sering  terjadi  pertengkaran

disebabkan  Termohon  sering  menuntut  nafkah  lebih  dari  Pemohon  dan

Termohon sering ngomong kasar kepada Pemohon, dan telah pisah selama

1 (Satu) tahun

 Bahwa  Pemohon  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai  dengan

Termohon;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  telah

mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal

selama 1 (Satu)  tahun,  dan tidak  ada harapan untuk  kembali  rukun karena

keduanya  sudah  tidak  saling  mempedulikan,  bahkan  Pemohon  telah

menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang,  bahwa  rumah  tangga  seperti  tersebut  di  atas  tentunya

sudah  tidak  dapat  diharapkan  untuk  merealisir  tujuan  perkawinan  yaitu

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal,  sesuai  maksud Pasal  1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  dan  terwujudnya

keluarga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah,  sesuai  maksud  Pasal  3

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing,

yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi  Hukum Islam,  atau  setidak-tidaknya  permohonan  Pemohon untuk

bercerai  dengan  Termohon  telah  memiliki  cukup  alasan,  maka  permohonan

Pemohon  patut  dikabulkan  dengan  memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;
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          Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam

mediasi kemudian diperbaiki dalam persidangan, dimana Pemohon dan 

Termohon tersebut telah sepakat sebagai berikut ;

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupah) x 3 bulan = Rp. 

6.000.000.- (enam juta rupiah);

2. Mut’ah sebear Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

3. hadlanah /Hak Asuh anak yang bernama Anak I, diberikan kepada Tergugat 

selaku ibinya;

4. Nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap 

bulannya dengan kenaikan Sebesar 10 % etiap tahunnya;

        Menimbang, bahwa berdsarkan kesepakatan tersebut antara Pemohon

dan Termohon dalam mediasi kemudian diperbaiki dalam persidangan, maka

majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  kesepakatan  antara  Pemohon  dan

Termohon tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan dalam amar putusan

ini 

Memperhatikan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi  Perkara dan Persidangan secara

Elektronik  di  Pengadilan  Junto  Peraturan  Mahkamah  Aguang  Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah

Aguang Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor :  363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi

Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  sebagaimana  telah  diubah

dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  dengan  Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberi izin kepada (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap (Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum

Pemohon mengucapkan ikrar Talak berupa ;

a.  Nafkah  Iddah  sebesar  Rp.  2.000.000.-  (dua  juta  rupiah)  x  3  =  Rp.

6.000.000.- (enam juta rupiah);

b. Mut’ah sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

4.  Menetapkan  Hak  Asuh  Anak/Hadlanah  yang  bernama  Anak  I  kepada

Termohon  dengan  kewajiban  memberikan  akses  yang  seluas-luasnya

kepada  Pemohon  untuk  bertemu,  mencurahkan  kasih  sayangnya  selama

tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

5. Menghukum Pemohon untuk mabayar nafkah anak yang bernama Anak I

sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya

dengan  kenaikan  10  %  setiap  tahunnya  sampai  anak  tersebut

dewasa/mandiiri (21 tahun);

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  pada  hari

Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal

1445 Hijriah, oleh Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.

Muhlis,  S.H.,  M.H.,  dan Drs. H.Ilmi,  masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  secara

elektronik dengan  didampingi  oleh  Hadi  Winoto,  S.H.  sebagai  Panitera

Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  kuasa  Pemohon  dan  di  luar  hadirnya

Termohon.

Hakim Anggota

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi.

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Winoto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 105.000,00
PNBP Rp 30.000,00
Sumpah Rp 100.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 385.000,00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
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